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FILOSOFI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK

Rezim Rezim
Ketertutupan Keterbukaan
Informasi Informasi 1. Akses yg
murah, cepat,
Tertutup Terbuka utuh, dan.
akurat
2. Penyelesaian
sengketa yg
cepat
Inf . ecualian kompeten,
nrormasli . - independen
Informasi/rahasia 3. Sanksi bagi

Terbuka

\ penghambat

Pengecualian bersifat ketat,
terbatas, dan tidak mutlak



KOMISI INFORMASI

Lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan Undang-Undang KIP
dan peraturan pelaksanaannya,
menetapkan petunjuk teknis standar
layanan informasi publik dan
menyelesaikan sengketa informasi
publik melalui mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi.



N A REGULASI KIP

) M
\( » UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Z , Informasi Publik.
» PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

2# UU No. 14 Tahun 2008.

» Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

» Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik.

» Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik.

» Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
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HAK & KEWAJIBAN MASYARAKAT

4 N

KEWAJIBAN

1. Menggunakan
informasi sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan;

2. Mencantumkan
sumber darimana ia
memperoleh informasi
publik.

A\ )




BADAN PUBLIK




HAK & KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

[ BADAN PUBLIK }

peraturan perundang-undangan :

a. informasi yang dapat membahayakan
negara;

b. informasi yang berkaitan dengan
kepentingan perlindungab usaha dari
persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasai yang berkaitan dengan hak-
hak pribadi;

d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia

jabatan; dan/
e. Informasi publik yang diminta belum
dikuasai/ didokumentasikan.

. Menyediakan Informasi Publik yang akurat,

. Membangun & mengembangkan sistem

. Membuat

/ e Y KEWAJIBAN \
1. Menolak memberikan informasi yang 1. Menyediakan, memberikan dan/
dikecualikan sesuai dengan ketentuan menerbitkan informasi publik yang berada
peraturan perundang-undangan. di  bawah  kewenangannya  kepada
2. Menolak memberikan informasi  publik Pemohon Informasi Publik, selain
apabila tidak sesuai dengan ketentuan informasi yang dikecualikan sesuai dengan

ketentuan;
benar dan tidak menyesatkan;

informasi & dokumentasi untuk mengelola
informasi publik secara baik dan efisien
sehingga dpt diakses dgn mudabh;

pertimbangan secara tertulis

setiap kebijakan yg diambil ury

memenuhi hak setiap orang.




KEWAJIBAN BP DALAM PENYEDIAAN
N INFORMASI PUBLIK

)xq\ Y,
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PPID DIP DIP
(AL A (2 EL (DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN SOP
INFORMASI DAN PUBLIK
DOKUMENTASI) )
Informasi yang  dapat « Pengecualian Standar
_ diakses oleh publik, yaitu: informasi bersifat ional
Pejabat yang * Informasi  yg  wajib ketat, terbatas, dan g’i e;:;g;naan
bertanggung  jawab disediakan & diumumkan tidak mutlak. roseadur yang
thi o dimiliki  oleh
dlbld.ang secara berkala * Metode uji dalam _
penyimpanan : . pengecualian Badan Publik
dok t, i * Informasi yg waijib informasi: terkait
pendo u mentastan, diumumkan secara serta — Uji konsekuensi
penyediaan, dan/atau merta (consequential Pelayanan
elayanan informasi di : . harm test) Informasi
pelay ! ' * Informasi yd wajib — Uji kepentingan : i
badan publik tersedia setiap saat publik (balancing Publik d
P Badan Publik.

public interest test)
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Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung
jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik
dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID
sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab
langsung kepada atasan PPID.




PERMEN
DAGRI
'Y NO. 3
% TAHUN
2017

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya
disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PPID adalah  pejabat yang
bertanggung jawab dalam pengumpulan,
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan,
distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di
Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.







\ﬁ TUGAS PPID UTAMA

1. Menyusun dan melaksanakan Kkebijakan informasi dan
dokumentasi,

2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi,

3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan
Informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi

pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang

dikecualikan;

Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh

masyarakat;




P

melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring
\a(t pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang
akukan oleh PPID Pembantu;

10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala

dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk

dipublikasikan;

12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk
mengumpulkan, mengelola, dan memelihara Iinformasi dan
dokumentasi; dan

. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang

ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala
Daerah.




WEWENANG PPID UTAMA

Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi
dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan
dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi
cakupan kerjanya,

Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan
dokumentasiyang dapat diakses oleh publik; dan
Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta
memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan
organisasi.



\ = TUGAS PPID PEMBANTU

\Kf Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas,
. dan kewenangannya,

2. "Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID
Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau
sesuai kebutuhan;

3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,;

4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat,
berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan
prima;

5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data
lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah
masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan

6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama

secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
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\(4 Konsep Pelayanan Publik dalam
- \ Pemerintahan yang baik

~

Pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu
kebijaksanaan Nomor.81 Tahun 1993 tentang
Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu
dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar
“prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut :
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Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu
ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-
belitt, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang
meminta pelayanan.

O Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam
hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis
maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab dalam meberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata
cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.

O Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang
dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi
masyarakat.

O Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan,
persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu
penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan
proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui
dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.






| Pengembangan
sarana dan
infrastruktur TI

' 4

Pemanfaatan
teknologi
informasi

overnment

« Pemberdayaan masyarakat

* Pelayanan publik

 Transparansi dan
akuntabilitas

« Efisiensi penyelenggaraan

Hubungan (relasi) bemerintahan

yang lebih efektif,

harmonis, dan Dampfak
positi
akuntabel rhadap
masyarakat,
Transformasi dunia usaha,
relasi antar dan instansi
pihak yang pemerintah
terkait dgn e- sendiri
gov



Definisi E-Government

E-Government adalah merupakan penggunaan TI
(Teknologi Informasi) dan komunikasi untuk
mewujudkan praktik pemerintahan yang Ilebih
efisien dan efektif, pelayanan yang Ilebih
terjangkau dan memperluas akses publik untuk
memperoleh informasi sehingga akuntabilitas
meningkat.









Tujuan Dan Sasaran E-Government

Meningkatkan mutu layanan publik melalui
pemanfaatan Tl (Teknologi Informasi) dan
komunikasi dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan.

Terbentuknya kepemerintahan yang bersih,
transparan, dan mampu menjawab tuntutan
perubahan secara efektif.

Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan
proses kerja kepemerintahan.



Hambatan dalam mengimplementasikan
E-Government :

« Langkanya SDM yang handal

* Infrastruktur yang belum memadai dan mahal

 Kultur berbagi /sharring informasi belum ada dan
kultur mempermudah urusan belum membudaya

« Tempat akses informasi jumlahnya masih terbatas




)\ SOLUSI AGAR E-GOVERNMENT DAPAT
Y DILAKSANAKAN OPTIMAL
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’ \f | PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN

- A INFORMATIKA NOMOR : 28 /PER/M.KOMINFO/9/2006
N\ TENTANG

PENGGUNAAN NAMA DOMAIN go.id
UNTUK SITUS WEB RESMI PEMERINTAHAN PUSAT
DAN DAERAH

Pasal 1 ayat 2

Situs web adalah koleksi dokumen format html dari suatu
lembaga pemerintahan pusat dan daerah dalam web server.
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Website merupakan sebuah kumpulan Halaman-
halaman web beserta file-fle pendukungnya,
seperti file gambar, video, dan file digital lainnya
yang disimpan pada sebuah web server yang
umumnya dapat diakses melalui internet. Atau
dengan kata lain, website adalah sekumpulan
folder dan file yang mengandung banyak perintah
dan fungsi fungsi tertentu, seperti fungsi tampilan,
fungsi menangani penyimpanan data, dsb.



Fungsi & Manfaat

» < Website [tu Apa... 2
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\§<—L Fungsi Website sebagai media

sosial mempermudah jaringan
dan komunikasi

koneksi
engan pihak lainnya dan
sebagai media untuk berbagi

informasi, di dalam sebuah

website akan terdapat berbagai
macam informasi yang mungkin
dibutuhkan oleh orang lain.

Manfaat website :

*Menyediakan informasi-informasi
yang bisa dengan mudah diakses,
dilihat, dan diketahui oleh orang
banyak

sInformasi tersebut bisa diakses
selama 24 jam non stop
Menjangkau daerah yang luas
karena media internet yang

memungkinkan akses dari seluruh
belahan dunia



\ | PENGELOLA PORTAL WEB
DAN/ATAU SITUS WEB
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A. PENANGGUNG JAWAB: Pimpinan Sekretariat
Badan Pemerintah:;

B. PENGELOLA TEKNIS: Unit kerja atau Tim ya

ng ditunjuk penanggung jawab

C. PENGELOLA KONTEN: Sekurang-kurangnya
~terdiri dari kontributor dan editor




) \ PENANGGUNG JAWAB

2L

1. Mengkoordinasikan pengelola teknis dan pen
gelola konten

2. Menjamin penyelenggaraan portal web dan/a
tau situs Web sesuai dengan ketentuan perat
uran perundang-undangan; dan

. Mengambil tindakan yang dianggap perlu gu
na menjamin kelancaranpenyelenggaraan por
tal wen dan/atau situs web




KONTEN PORTAL WEB/SITUS

\
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IOTmOON

WEB

Profil badan Pemerintah;

Narasi Tunggal terkait dengan Kebijakan dan Program
prioritas pemerintah sesuai arahan presiden;

Kebijakan dan produk hukum badan pemerintah
Pelaksanaan program dan kegiatan badan pemerintah
Profil layanan publik pada badan pemerintah

Layanan aspirasi dan pengaduan

Akun resmi media sosial badan pemerintah; dan
Kontak pengelola Situs Web
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> C @ ® wwwkebumenkab.go.id

‘ PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN Home  Profil+  Pemerintahan~  Fasilitas ~ Layanan
7" Agrocity Of Java
— Kependudukan -
! PENGUMUMAN PENTING » Daftar nformasi

PPID
BERITA TERKINI Perizinan
Kesehatan

Perbankan
Kebumen Akan Terima Sertifikat Geopark Nasional

Ribuan Warga Muhammadiyah Kebumen Menghadiri
Tabligh Akbar

Wakil Bupati Memberikan Piagam Penghargaan Kepada
34 Desa Yang Telah Menerapkan Perdes KTR

Wabup KH, Yazid Mahfudz Tutup MTQ Pelajar X)XXIIl i
Kebumen

Verifiasi Data Anugerah Parahita Ekapraya Bagi

Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng Tahun 2018
L.

Kebumen Peringati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional

ppiichumeniabgoid AGENDA KEBUMEN @ BERITA OPD KEBUMEN

Pariwisata v Webmail  Hubungi Kami

-9 % n@o =

fFacebook W Twitter | PENCARIAN Q

Pemberitahuan : Dikarenak

INFORMASI PENTING

Pekerjaan kerja sama pemanfaatan aset daerah
pengelolaan parki

Sambutan Bupati Kebumen - Upacara 17-an bulan
November 2018

PRl \Vebsite Pejabat Pengelola Inform= X [igd

id kebumenkab.go.id

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Kebumen

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen

Home  Profil v  Layanan~  Daftarinformasi~  Permohonan ~

‘ !J ATASAN PPID SAMPAI DENGAN
TIDAK 30 HARI KERJA

MENANGGAPI

PEMOHON MENGAJUKAN
SENGKETA INFORMASI
KE KOMISI INFORMASI

s\ \NFORMAS!

i
KOMV

Setelah mengirim surat keberatan atas
permintaan informasi ke Atasan PPID

™ INFORMAS| BERKALA

Daftar Informasi Berkala pada Pemerintah
Kabupaten Kebumen

3
mES )EE

ﬂ ATASAN PPID

MENANGGAPI TIDAK PUAS
(SURAT TERTULIS)

© INFORMASI SERTA MERTA

Daftar Informasi Serta Merta pada Daftar Informasi Setiap Saat pada Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Kebumen

U ¢ In@o =

Selamat datang di website Pejabat Pengelola Informasi dan Dok

Hubungi Kami

)}
PEMOHON - -

SAMPAI DENGAN
14 HARI KERJA

PEMOHON
MENGAJUKAN
SENGKETA KE
KOMISI INFORMASI

Setelah mengirim surat keberatan atas
permintaan informasi ke Atasan PPID

@ INFORMASI SETIAP SAAT

Kabupaten Kebumen

8
1129AM
£ A0 P oy B




Kondisi Informasi Publik Website Pemkab Kebumen

/ "
MEEETRCUOT B T EE T GEE  Website Pejabat Pengelola Inform: X +
/
— & L C o ® ppid kebumenkab.go.id/wet _txt= sor W N @ =
Selamat datang di website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi - Bagian Humas dan Protokol Setda K
" Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Kebumen
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
Home  Profil v  Layanan v  Daftar Informasi v ~ Permohonan v  Beritav  Download  Hubungi Kami
-4 DAFTAR INFORMASI = HOME / INFORMASI BERKALA
Informasi Berkala (3 judul) o [
» Semua Kelompok Informasi V|
Informasi Serta Merta 0 judul) Data tidak ditemukan.
Informasi Setiap Saat {8 judul) =
( Q. PENCARIAN INFORMASI

informasi dikecualikan D | P tid a k a d a

Dersinkan pencarian

11:49 AM

£ ADGEL gy B



Apa Yang Dimaksud Daftar Informasi Publik ?

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang
berisi keterangan secara sistematis tentang
seluruh informasi publik yang berada dibawah

Jpenguasaan Badan Publik y

. melayani permohonan informasi.

. Membantu penyusunan database informasi dan mengetahui
informasi apa saja yang dikuasai serta keberadaaan
informasi tersebut di unit/satuan kerja, karena sering kall
masing-masing unit/satuan kerja di dalam Badan Publik
tidak mengetahui informasi apa yang berada di unit/satuan

kerja lain.

. Memudahkan masyarakat saat mencari informasi dan
menginformasikan kepada publik mengenai informasi apa
saja yang berada di Badan Publik.

. Indikator terinstitusionalisasi kelembagaan tata kelola
informasi publik di tingkat PPID Pembantu

. Harus diupdating setiap tahun



Contoh DIP

Fuka Feodl Frofil, Visi, Misi, Stnaktor K L
1 . Orpanisasi, Sasanb dam Foodts FFID Utanm. L ‘Bulm 4 Sofoopy Jakart, 2014 I T
& Fambapzman
Ferkembanzrs Tromspores di Zejamh Tromportasi den Flrpala Fusat Komemikesi
1 FFID Utamn Euio dam Softoapy akarta, 2009 Sehmanra
Iedomesia dar Aasz ke Masz Fementerian Farbobumgn Fuhlik : ] -
Bizien Frcdll Tus Pr:uﬁl1.11.1.1:.-.&«:n.t]-len;‘.d.:;:ﬂ.l:,‘\u.s.ul‘a'.u1
3. encara] Famenternm ;i . Inspekiur Jenderal Bulm dmm Sofeopy akaria, 2014 Selima maseh basdalm
} E Pergmzsan, Angmann dam Fimern Tnspeitomt Jenderz] ] : ]
g Frenmroasan
Frofil EFSDMF, Kebuatuhan SO
Bulza Frofl Badan 2 P
Fertmbrmen, Tugoksd, Vi Mk FFID Peaksaa EPSDA Fepala BFSDAL
4. Pengembangy Somber Day - i o Safteoer akarta, 2013 Selima s berdzkm
s : mg-msngm keria dibamal Ferhuimmpn Ferhuhmms ' !
z Tingiorp EFSDAL Farhubupas
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
ELASIFIKAST : INFORMRSI SETIAP SAAT
JENIS « DATA STATISTIE (Informasi Ehusus)
TAHUN : 2015
BULAN : JANUARI
Penanggungjawab Pembuatan Bentuk Informasi yang
Periode ‘Waktu Pembuatan Retensi
No Ringkasan Informasi Informasi T Bahasa o . Tersedia Kode Dokumen
Provinsi Kabupaten Cetak | Rekam | Online
L] [E] (L] L] L] 18 m L] 19 2] 1) 112)
1 (Indek Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten Kendal 2014 Jawa Tengah Kab. Kendal Tahunan Indonesia 10 Januari 2015 v v W Abadi [155_2015 01 1
2 :ﬁ;:’“”““ 2013 Hasil Pencacahan Lengkap Kabupaten Jawa Tengah Kab.Semarang | Tahunan Indonesia 12 Januarl 2015 v v v | Abad |IS5_2015_01_2
3 |Statistik Potensi Desa Kabupaten Semarang 2014 Jawa Tengah Kah. Semarang Tahunan Indonesia 12 Januarl 2015 v v W Abadi [I155_2015 _01_3
4 |lzporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provins! Bali lanuar 2015 Bali Bulanan Indonesia 13 Januarl 2015 v v W Abadi |I55_2015_01_4
5 |Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bali 2014 Bali Tahunan Indonesla 15 Januari 2015 v v W Abadi (155 2015 01 5
Peta Sebaran Penduduk Menurut Suku Bangsa Provinsh Balk: Hasll
6 [tansus Penduduk 2000 dan 2010 Bali Ad Hoc Indonesia 15 Januarl 2015 v v W Abadi |I55_2015 01 _6
7 |Statistik Ball Dal ingan Pers 2014 Bali Tahunan Indonesia 15 Januarl 2015 v v W Abadi |I155_2015_01_7
Ringkasan Indeks Demokrasi Indonesia Provins Musa Tenggara Timur .
8 Tahun 2006-2013 Nusa Tenggara Timur Tahunan Indonesia 23 Januarl 2015 v v W Abadi (I155_2015 01 _8
9 |IHK dan Inflasi Kabupaten Semarang 2014 lawrs Tenaah Kah Semarang Tahunan Indonesiz 26 lanuar 2015 V' i’ 'l Abadi (155 2015 01 @




} N KATEGORI INFORMASI PUBLIK

mumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didok
umentasikan oleh Badan Publik untuk diumumkan secara teratur dan ru
tin; (6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali).

2. INFORMASI WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT: Informasi yang wajib ters
edia setiap saat, adalah informasi yang telah dikuasasi dan didokument
asikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai inform
asi yang dapat diakses oleh pengguna informasi.

| 3. INFORMASI SERTA MERTA: Informasi yang wajib diumumkan secara se
‘ rta merta, adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat meng

ancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum di lingkungan B
adan Publik.

4. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN: Informasi yang dikecualikan, adala
| h informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik yan
g tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan-alasa
n pengecualian.

— JEIEFORMASI WAJIB BERKALA: Informasi yang wajib disediakan dan diu
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\(4 Siapa Yang Menetapkan?

~ Pasal 19 UU KIP 2008

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) di setiap Badan Publik wajib melakukan

pengujian tentang konsekuensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan
| penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi

/ Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh

setiap Orang.




(PERKI 1/2017)

> <:;ld UJI KONSEKUENSI

ﬂ \ ﬁDitetapkan dengan Sura\
>/ Dilakukan sebelum penetapan Klasifikasi yg

adanya permohonan paling sedikit memuat :
informasi publik; 1. Jenis Klasifikasi Inf yg
dikecualikan;
» Pada saat adanya 2. ldentitas Pejabat PPID
| Permohonan Informasi yg menetapkan;
- Publik; 3. BP termasuk unit kerja
pejabat yg menetapkan;
» Pada saat penyelesaian 4. Jangka waktu
sengketa informasi publik pengecualian;
atas perintah Majelis 5. Alasan pengecualian;

Komisioner 6. Tempat dan tanggal
\ pengecualian. /




Teknik Pengujian Konsekuensi




INFORMASI PUBLIK DESA




INEORIVIASIFPU B EIKSVVAII S
DIUMUMKAN

Profil Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, Badan
Usaha Milik Desa, dan pejabatnya
Badan Publik desa

Struktur organisasi desa, Badan
Permusyawaratan Desa, Badan
Usaha Milik Desa.

Program atau kegiatan yang sedang
dijalankan, termasuk penanggung
jawab, sumber dan besaran anggaran

Kinerja Pemerintah desa dalam
bentuk laporan realisasi kegiatan

Perencanaan dan pelaksanaan
RPJMD, RKP

APBDesa, Laporan Keuangan

Informasi Pengadaan Barang
dan Jasa

Informasi tentang regulasi Desa

Informasi tentang hak dan
mekanisme permohonan
informasi

Informasi Publik Desa lainnya




INFORMASI PUBLIK TERSEDIA
SETIAP SAAT

4 ™
Dokumen pendukung dari seluruh
informasi wajib berkala

[
( )

Daftar Informasi Publik Desa

A J

( Berita acara hasil musyawarah Badan )
Permusyawaratan Desa, Musyawarah
Desa dan Musyawarah Perencanaan

\.Pembangunan Desa
y (

N
Surat-surat perjanjian dengan pihak
ketiga berikut dokumen

\pendukungnya

Informasi mengenai proses dan
penetapan pemilihan kepala Desa

Surat menyurat pimpinan atau
pejabat Pemerintah Desa dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya

7

Data perbendaharaan atau inventaris

.

Dokumen Laporan Keuangan yang
sudah dinyatakan terbuka

7

\. J

.

Informasi publik Desa lain yang
dinyatakan terrbuka




Contoh website pemdes
Datanya terupdate dengan baik tahun Sebelumnya, terutama
terkait anggaran

@ Secure | https://kacangan.desa.id/profildesa-50-Anggaran.Desa.html

,ﬁt DESA KACANGAN /9. PETADESA KONTAK Pencarian

W8 Kec. Andong Kab. Boyolali

BERANDA PROFIL DESA ~ POTENSI DESA PARIWISATA DESA INFORMASI ~ GALERI

- Visi & Misi

Beranda » Profil Desa » Anggaran Desa Sejarah Desa

MEKANISME

ANGGARAN DESA :::Z:::m NGURUS
BERKAS

! P B D Fasilitas Umum

J KACANGAN KEGIATAN DESA

Infografik Anggaran Pendapatan dan belanja Desa ADWAL KEGIATAN DESA
Kacangan, Kec. Andong, Kab. Boyolali, Jawa Tengah J

sebagai Salah Satu Bentuk Transparansi Publik. Sesuai

dengan Perdes No. 1 tahun 2016

PENDAPATAN
65% @ peﬂgpatan Asli Desa B

Rp 795.550.000

Dana Desa

28.920.600

P
2% 32% Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

BHP

@ Rp 391.872.000
Alokasi Dana Desa

@ Rp 5.000.000
Bantuan Keuangan

n.desa.id/profildesa-50-Anggaran.Desa. html|

152 Bidang Desa Kacangan lkuti
Sertifikasi




STANDART website PEMDES SESUAI KIP

\k@fﬁRMASI WAJIB BERKALA
- )\ A Informasi Tentang Pemerintah Desa
A\ 1) Informasi tentang profil Desa yang meliputi sekurang-
kurangnya data Demografi, Monografi, Potensi Desa
2) Informasi tentang Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi
3) Informasi tentang Profil Kepala Desa dan Perangkat Desa

B Informasi Tentang Program/ Kegiatan Yang Sekurang-kurangnya
memuat : nama program/ kegiatan, jadwal waktu, penanggung
jawab, besaran dan sumber anggaran

1) Kegiatan pembangunan yang sudah selesai (sebutkan
nama kegiatannya, dan waktu penyelesain. Misalnya:
Pembangunan Irigasi, Dana Desa, 2015)

2) Kegiatan pembangunan yang sedang berjalan (sebutkan nama
kegiatannya, Misalnya: Pembangunan Jalan Desa, Dana Desa)




O PPID'DESH

@ Not secure | senggigi.desa.id/first/artikel/1

i T e Profil Desa~ Lembaga Kemasyarakatan~ Pemerintahan Desa~ Data Desa~
Desa Senggigi
/ - . . Kecamatan Batu Layar ¥ PEMERINTAH DESA

Kabupaten Lombok Barat
;, Jalan Raya Senggigi Km-10 Kerandangan

4 ' . . \ Selamat Datang Di Website Resmi Pemerintah Desa Senggigi Selamat Datang Di Website Resmi Pemerintah Desa ¢
“ ’ v “ h/ Beranda Berita Desa Agenda Desa Peraturan Desa Laporan Desa
\ ) \ 2 ; SRR | "
£ f Struktur PPID & Layanan Mandiri

:
» \ ‘ ) & Senggigi © 09 Oktober 24 Silakan datang atau hubungi operator
\ desa untuk mendapatkan kode PIN anda. =

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA SENGGIGI

ATASAN PPID DESA

KEPALA DESA

Masukan NIK dan PIN
NIK

PIN Masuk ‘

8 Agenda

24 Agustus 2016
Rapat membangun Komitmen antara

Karang Taruna Desa Senggigi dengan
KETUA PPID DESA A o
SEKRETARIS DESA

= Kategori

Berita Desa
Agenda Desa
Peraturan Desa

Koordinator: nator: Laporan Desa
epala Urusan | |

Koordinator:
Kepala Urusan

Kepala Urus

Pembangunan Keamanan

Anggota: Anggota: Anggota: Anggota: ey =
Staf Urusan Staf Urusan Staf Urusan Staf Urusan SHs ;

Pembangunan | kesejahteraan Sosial Pemerintahan Keamanan

fiShare = W Tweet Ge+Bagikan = (© WhatsApp




» &I EemerintahiDesalBedekiks
Li..#_ KccamataniBen g
habuputeniBeng kallSEIR iaul

Website Sistermn Informasi Pemerintah Desa Pedekik

PROFILE KELEMBAGAAN DESA TRANSPARANSI PELAYANAN DATA DESA POTEMS] DESA BERITA GALLERY DASAR HUKLUM

lencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Pedekik Tahun 2017
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Pengurmuuman Desa

There are no upcoming events :
this time.

Like Facebook Kami

Rencana Kerja Pemerintah Desa
Desa / Kelurahan : Pedekik
Kecamatan : Bengkalis
Kabupaten : Bengkalis
Propinsi : Rian
Tahun : zor7y

No Bidang Jenis Kegiatan Volume Jih (Rp) Sumber Jadilah orang pertama yang menyuk:
i

A BELANJA PEGAWAI -i -
w2

Penghasilan Kades ( 1 X RP.4.500.000.- x

1 12 Bulan ADD
12 BIn ) 54.000.000
Penghasilan Sekdes ( 1 x RP.3.600.000 x
1 2 12 Bul ADD
Penyelenggaraan 12 Bulan ) wan 43.200.000
Pemerintahan S——— e 15 Berita Terkini
Desa 3 ngnasilan Kaur X Rp. 000 x 12 Bul ADD
Bulan ) a4 62.000.000
: Pendamping Kabupaten
Penghasilan Kadus ( 4 x Rp.2.250000 x 12 .
4 12 Bulan ADD Berikan Pembekalan Kepac
Bulan ) 108.000.000 - pE

Tim RPJMDes Pedekik
Toniangan Kadec (1 ¥ 1000 OO0 ¥ 172



HOME PROFIL ¥ LEMBAGA v LAYANAN v ERLVGUNZGEWR Y e

Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Penerimaan Dan Penyelenggaraan
Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
Tahun Anggran 2017

Tampilkan | 13 v | entri Cari:

Nama Kegiatan 4+ Download 3%
RKA Pendapatan

RKA Belanja 30%

Penghasilan tetap dan tunjangan kades dan Perangkat Desa

Belanja Tunjangan dan Operasional BPD

Tunjangan dan Operasional RT

Belanja Operasional Pemerintahan Desa

Belanja makan minum dan Rapat

Belanja Peralatan Kantor

Belanja Perawatan Lingkungan Kantor

Belanja Alat tulis Kantor

Belanja listrik dan kain telapak meja kantor

DESA{PEJAMBON [BESTARIR
(BERSIHIINDARITERTATARART) e

.Ia'ry‘\_Kartml‘27‘2 |ejambon'- umberrejoI . Bojonegoro,

REGULASI v

& FORUM REMBUS DESA (FAD)
Pefambas T

4

POTENSI v

656 Calon Perangkat Desa Kecamatan
Sumberrejo Melakukan Deklarasi Damai

Lima Mahasiswa Unair Surabaya Penelitian di
desa Pejambon

Komisi Informasi Jatim Melihat KIP Di Desa
Pejambon

Kades Pejambon Evaluasi Kegiatan Perangkat
Desa dan Lembaga

Silatnas PPDI Menagih Janji Kepada Jokowi

Monografi dan Kependudukan
GDSC PEJAMBON
Indikator Sehat

Indikator Cerdas

Banner Link Terkait

Am
s Int‘ormul

ARAN
KRITIK
DAN ADUAN



Salam Transparansi

Website : http://kipjateng.jatengprov.qgo.id

Facebook : http://www.facebook.com/kiprovjateng
Twitter : http://twitter.com/#!/KIPROVJATENG



http://kipjateng.jatengprov.go.id/
http://www.facebook.com/kiprovjateng
http://twitter.com/

